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PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:
PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Batang, 21 November 1998, umur 25
tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia,
NIK:  XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan xXxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA, , dalam
hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurlaelah, S.H,
advokat / penasihat hukum dari Kantor Hukum
NURLAELAH, S.H and PARTNERS, yang berkantor di
Town Grand Mediterania, berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor 18/06/2024 tanggal 18 Juni 2024, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam
Register Nomor: 523/SK/VIII/2024/PA.Btm tanggal, 02
Agustus 2024, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Kisaran, 03 Juli 1991, umur 33 tahun, jenis
kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXxxxx, tempat
tinggal di XXXXX XXXX XXXXXX, XXXXXXX X XXX XX, XXXXXXXXX
XXXXXX, Kecamatan Batam Kota, XXXX XXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXX, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2024 telah
mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal
tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah
melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 19 Maret
2021 bertempat di Batang, Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta
Perkawinan Nomor 0083/022/111/2021 tanggal 19 Maret 2021;

2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan
dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri
pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi selama
beberapa hari;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut para pihak belum dkaruniai anak;

4. Bahwa ternyata keharmonisan tersebut hanya berlangsung tak lama
hingga kemudian sering terjadi percekcokan yang serius;

5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran sering keluar kata thalak dari
tergugat kepada penggugat sejak dua bulan menikah;

6. Bahwa setiap kali adu mulut yang keluar dari kata tergugat adalah kata
kasar berupa nama binatang dan hinaan lainnya;

7. Bahwa setiap bulan pihak penggugat wajib transfer ke tergugat sejumlah
uang dari Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 2.200.000,- per bulan. Hal tersebut
berlangsung selama pacarana hingga setelah menikah.

8. Bahwa sebab-sebab terjadi pertengkaran atau perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat diantaranya adalah:

8.1. Bahwa tergugat sering mabuk;

8.2. Pulang pagi;

8.3. Bahwa pekerjaan tergugat tidak jelas marah jika ditanya;

8.4. Bahwa nafkah lahir tidak sepenuhnya diberikan oleh tergugat
kepada penggugat hanya separuh saja selama pernikahan
berlangsung;

8.5. Bahwa nafkah bathin jarang diberikan hanya sekali dalam satu

atau dua bulan;
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8.6. Bahwa jika keluarga Penggugat datang dari kampung, maka bagi
tergugat hal itu dianggap beban;

9. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut maka sejak tanggal 21 Mei 2024
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tanpa nafkah lahir bathin.

10. Karena dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan
lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dam tidak ada harapan untuk hidup rukun,
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan uraian dan alas an-alasan di atas, maka Penggugat memohon

kapada majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Terugugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum
tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1. Mengembalikan mas kawin yang telah diambil kembali berupa mas
24 karat seberat 4 gram;
3.2.  Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,-; / bulan selama 3 bulan atau
sekaligus Rp. 9.000.000,-;
3.3.  Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,-;
3.4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas 1 Batam untuk

menyerahkan Akta cerai Kepada Tergugat setelah memenubhi isi dictum.

Subsidair
Berdasarkan  kondisi  pernikahan para pihak maka  penggugat
memohon sebagai berikut:

1. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku..
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2. Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa perkara aquo didaftar secara elektronik oleh Penggugat dan
diperiksa secara elektronik;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili
elektroniknya dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat Pos Indonesia
/Jurusita Pengganti ke alamat domisilinya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini
Penggugat telah memberikan kuasa kepada Nurlaelah, S.H, advokat /
penasihat hukum dari Kantor Hukum NURLAELAH, S.H and PARTNERS,
yang berkantor di Town Grand Mediterania;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi
Kuasa Hukumnyanya Nurlaelah, S.H telah datang dan hadir menghadap di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’/kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran
Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah,
sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan
hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi
tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap gugatan tetap dipertahankan oleh
Penggugat tetapi mencabut Petitum angka 7 serta Petitum angka 3 dan sub
bagian angkat 3.1, 3.2, 3.3.dan 3.4 serta petitum angka 4 secara lisan ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat

didengarkan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:
A. Bukti Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXX, atas hama
Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal
06 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/022/111/2021 Tanggal 19 Maret
2021, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh
KUA Gringsing Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
B. Bukti Saksi:
Saksi 1, SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 19 Maret 2021 yang menikah di Kantor Urusan Agama
Kecamatan KUA Gringsing Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina
rumah tangga di XXxx XXXxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia
anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua ) tahun sudah tidak
rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan

danpertengkaran;
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- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah lagi
memberikan nafkah kepada Penggugat, kerana Tergugat tidak bekerja,
Tergugat suka Mabuk-mabukan suka pergi keluar rumah malam-malam
pulang pagi;

- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat juga
Tempramen suka marah-matan ketika Penggugat bertanya sesuatu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (
lima ) bulan sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Penggugat karena tidak tahan;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;

- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan
Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

XXX XXXXX  XXXXXX, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Teman Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat
bernama TERGUGAT,;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah akan tetapi
saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat dan Penggugat
manikah karena sewaktu kenal Penggugat dan Tergugat sudah
menjadi suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina
rumah tangga di XXXx XXxxx;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia

anak;
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- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua ) tahun sudah tidak
rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan
danpertengkaran;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah lagi
memberikan nafkah kepada Penggugat, kerana Tergugat tidak bekerja,
Tergugat suka Mabuk-mabukan suka pergi keluar rumah malam-malam
pulang pagi;

- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui adalah Tergugat juga
Tempramen suka marah-matan ketika Penggugat bertanya sesuatu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (
lima ) bulan sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Penggugat karena tidak tahan;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;

- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan
Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada
pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat,
dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada
segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo di daftar oleh Penggugat secara
elektronoik dan dilakukan persidangan secara elektronik (elitigasi)
sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil
surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyumpahan advokat,
Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah
memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat
(1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6
Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat sah (legitimed) mewakili
Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo dan selanjutnya kuasa
Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal
26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Penggugat dan
Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang
dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasa 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor
1 Tahun 2019 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut
berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat
dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan

sesuai pula dengan dalil syar'i:
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Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-
an Il : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan
gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka gugatan Penggugat

dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk
bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan
gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud
Pasal 154 R.Bg jo Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara
Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah
hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serta rukun kembali dengan penyebab
sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak
memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat
tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian)
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yang berhubungan dengan hukum perseorangan (personal recht), maka
kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan
P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1868 KUHPerdata jo Pasal 3
huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang
selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi
identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai aslinya,
terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan
relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih
lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan
aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami
isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan
dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2)
sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas
hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi
in judicio);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga
menghadirkan 2 (dua) orang saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 tidak terhalang
sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai

dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri
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oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat

dengan Tergugat sudah terjadi perselsihan yang terus menerus disebabkan

ekonomi dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada

Penggugat, kerana Tergugat tidak bekerja, Tergugat suka Mabuk-mabukan

suka pergi keluar rumah malam-malam pulang pagi;, hingga menyebabkan

keduanya sudah hidup terpisah sejak 5 ( lima ) bulan sampai sekarang, tanpa
pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali
membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah dilakukan
tetapi tidak berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan
materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat
diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat

(1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka
sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan
fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,
yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakhir
hidup berpisah;

- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksana
kan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai
suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh

ekonomi dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada
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Penggugat, kerana Tergugat tidak bekerja, Tergugat suka Mabuk-mabukan
suka pergi keluar rumah malam-malam pulang pagi;,;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbutkti telah pisah rumah
sejak sejak 5 (lima) bulan sampai sekarang,

4. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai
suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk
kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha
mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati
untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana
diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmabh,
sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah
tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah
saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan
Kaidah Fighiyah:

Aladl Cla e S auladl 5 o

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap
kebaikan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil

syar'ilpendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis
dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:
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Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan
talak satu”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak
ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum
tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh
karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan
verstek;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat
belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2)
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Posita angka 7 dan Petitum
angka 3 dan sub bgaian angka 3.1, 3.2, 3.3. dan Petitum angka 4 telah dicabut
secara lisan oleh Penggugat maka Majelis tidak perlu mempertibangkan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
adalah talak satu bain Shugra, maka sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suami;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 91A ayat (3)
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap
Penggugat ( PENGGUGAT );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp236000,00 ( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Batam pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriyah oleh Hj. Ela Faigoh Fauzi, S.Ag. M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akhyar, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Drs. H. Azizon, S.H., M.H. Hj. Ela Faigoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Fadlul Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran " Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00
4. Panggilan ' Rp 56.000,00
5. PNBP Panggilan " Rp 20.000,00
6. Redaksi . Rp 10.000,00
7. Meterai " Rp 10.000,00
Jumlah : Rp  236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu

rupiah)
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